
 

 
 

BUPATI BANGLI 
 

 
PERATURAN BUPATI BANGLI 

NOMOR  32 TAHUN  2012 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 3 TAHUN 2012 
 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 

 

 
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANGLI, 

Menimbang :    a.    bahwa  sehubungan  dengan  adanya  kekurangan  perhitungan   Belanja  Tidak 

Langsung  pada  beberapa Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  (SKPD)  khususnya 

Belanja  Pegawai dan  berdasarkan  Pasal  160 ayat  (3) dan  ayat  (4)  Peraturan 

Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13 Tahun  2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan 

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan   Daerah,   disebutkan   bahwa   pergeseran   anggaran 

dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

APBD sebagai dasar pelaksanaan; 

 

 
b.    bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana dimaksud  dalam huruf a,  perlu 

menetapkan  Peraturan Bupati tentang  Perubahan Atas  Peraturan Bupati Bangli 

Nomor  3 Tahun  2012  tentang  Penjabaran Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2012; 

 

 

Mengingat   :   1.     Undang-Undang  Nomor 69  Tahun  1958 tentang  Pembentukan  Daerah-daerah 

Tingkat II  dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I   Bali, Nusa Tenggara Barat dan 

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 

122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 
 
 

·                2.     Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1985  tentang  Pajak  Bumi  dan  Bangunan 

(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun   1985  Nomor  68,    Tambahan



Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang• 

Undang Nomor 12 Tahun  1985 tentang  Pajak Bumi dan  Bangunan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan   Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3569); 
 

 

3.    Undang-Undang  Nomor  17 Tahun 2003  tentang  Keuangan  Negara  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 
 

 

4.    Undang-Undang   Nomor   1       Tahun   2004   tentang   Perbendaharaan   Negara 

(Lembaran   Negara   Republik   Indonesia  Tahun   2004   Nomor   5,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 

 

5.    Undang-Undang  Nomor  15 Tahun 2004 tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan dan 
 

Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
 
 

6.   Undang-Undang    Nomor    25    Tahun    2004    tentang    Sistem    Perencanaan 

Pembangunan  Nasional  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
 

 
7.    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844); 

 

 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah   Pusat  dan   Pemerintahan   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4438); 

 

9. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi 

Daerah   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2009   Nomor   130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
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10. Undang-Undang   Nomor   12   Tahun   2011   tentang   Pembentukan   Peraturan 
 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
 

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 
 

 
11. Peraturan  Pemerintah  Nomor  108  Tahun  2000  tentang  Tata  Cara 

Pertanggungjawaban   Kepala  Daerah  (Lembaran   Negara  Republik  Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4028); 

 
12.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  109 Tahun  2000  tentang  Kedudukan  Keuangan 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4029); 
 

 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21  Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan   

Keuangan   Pimpinan  dan  Anggota   Dewan   Perwakilan   Rakyat   Daerah 

(Lembaran   Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2007   Nomor  47,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

 

 
14. Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan  Keuangan 

 

Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
 

48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 
 

 
15. Peraturan   Pemerintah   Nomor   24   Tahun   2005   tentang   Standar   Akuntansi 

Pemerintahan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2005  Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

 

 
16.  Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4574); 

 

 
17. Peraturan   Pemerintah   Nomor   55  Tahun   2005   tentang   Dana   Perimbangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan 

Daerah   {Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2005   Nomor   138, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567); 

 

 
19. Peraturan  Pemerintah  Nomor  57  Tahun  2005  tentang  Hibah  Kepada  Daerah 

 

{Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2005  Nomor  139,  Tambahan 
 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 
 

 
20. Peraturan  Pemerintah  Nomor  58 Tahun  2005  tentang  Pengelolaan  Keuangan 

Daerah   {Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2005   Nomor   140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 

 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan 

Penerapan  Standar  Pelayanan Minimal {Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4585); 
 

 
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 

Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara 

Republik  Indonesia  Tahun  2005  Nomor  165,  Tambahan   Lembaran  Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 

 

 
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang  Pelaporan  Keuangan dan 

 

Kinerja lnstansi  Pemerintah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 
 

 
24. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri  Nomor  21   Tahun   2011  tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah {Serita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

 

 
25. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  22  Tahun  2011  tentang  Pedoman 

 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angggaran 2012; 
 

 
26. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bangli  Nomor  1     Tahun  2012  tentang  Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 {Lembaran Daerah 

Kabupaten Bangli Tahun 2012  Nomor 1 );



 

27.  Peraturan Peraturan Bupati Bangli Nomor   3  Tahun   2012 Tentang  Penjabaran Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Serita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 

2012 Nomor 3); 

 

 
MEMUTUSKAN: 

 

 
Menetapkan:  PERATURAN   BUPATI   TENTANG   PERUBAHAN   ATAS   PERATURAN   BUPATI BANGLI  

NOMOR    3   TAHUN    2012   TENTANG    PENJABARAN   ANGGARAN PENDAPATAN  DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012. 

 

 
Pasal 1 

 

 
Merubah   anggaran   pada  kode   rekening  rincian  objek   belanja  tidak   langsung khususnya  

belanja  pegawai  di  beberapa  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  pada Lampiran  II   Peraturan  Bupati  

Bangli  Nomor  3  Tahun  2012  tentang  Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2012, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. 

 

 
Pasal 2 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Bangli. 
        

 Ditetapkan di Bangli 
pada tanggal 18 April 2012 

 

BUPATI BANGLI, 

              

           ttd 
 

I  MADE GIANYAR 
 

Diundangkan di Bangli 
pada tanggal 18 April 2012 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI 
 

 

ttd 
 

BAGUS RAI DARMAYUDHA 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2012 NOMOR 32 
 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM 

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI, 

                        ttd 

IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI 

PEMBINA TK.I (IV/b) 

NIP.19650210 199503 1 003 

 


